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ABSTRAK

Pimpinan partai polititk mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang
duduk di DPRD demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partar politik di legislatif,
salah satu kewenangan pimpinan partai politk terhadap wakil rakyat adalah
Penggantian Antarwaktu yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) yang berasal dari partai politik tersebut,
partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar
R aturan partai maupun konstitusi. Permasalahan vang diangkat dalam skripsi im
adalah, Bagaimana analisis kewenangan pimpinan  partai  poiitik  dalam
melaksanakan pemberhentian dan penggantian  antarwaktu anggota DPRD
- Kabupaten/Kota Bagaimana mekamsme pemberhentian  dan  penggantian
L AR antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Partay Golkar.

Ay Dengan menggunakan metode penchtian hukum normatf, maka sesuai
X dengan permasalahan dalam sknpsi i, bahwa secara yuridis pimpinan partai
politk memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pemberhentian dan
penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam
Undlng-Undans Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partar Polink yang diperbaharu
- dalam perubahan memjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai
' polmL Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 di dalam undang-undang tersebut
disingkat dengan sebutan UU MD3 karena mengatur secara jelas kedudukan,
hn W hak dan kewajiban masing-masing lembaga DPR RI, DPD RI,

> dlnDPRDKnbupateviou Undang-undang nomor 23 tahun 2014
n daerah Pasal 193 nyu(l)ymmmmm
i Antarwaktu karena meninggal dunia, m-m dini, ‘ :
l-lmmmmm g
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BAB IV
PENUTUP

M pembahasan pada bab | sampai bab I1] dajam skripsi ini dapat
e an sebagai berikut

_ sinan Partai politik memiliki kewenangan yang kuat untuk menentukan
! pemecatan, pelengseran, pemberhentian, dan penggantian anggota
an Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam AD/ART serta peraturan
I petsi. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

dang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

kewenangan kepada pimpinan partai politik untuk melakukan
tian keanggotaan partai dan pemberhentian serta penggantian

Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

isme pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD

_ /Kota di internal Partai Golkar berpedoman dengan AD/ART serta

ing berlaku di dalam Partai Golkar. Kasus penggantian antarwaktu

e
bl
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